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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi 

kitab-kitab fiqih dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini 

yaitu suatu analisis pendapat Imam Hanafiyyah dan Imam Syafiiyyah tentang 

status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf, maka langkah berikutnya 

penulis akan meanalisa data yang telah penulis kumpulkan. 

 

A. Status kepemilikan dan Perubahan Harta Benda Wakaf menurut Mazhab 

Hanafiyyah 

1. Pendapat Mazhab Hanafiyyah 

Abu Hanifah terkenal dengan sebutan rais ahl al-ra’yu karena hasil 

ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil-hasil pemikiran cemerlangnya. Demikian 

juga pemikirannya mengenai status kepemilikan dan perubahan harta benda 

wakaf. Dalam kitab Fathul Qadir karangan Ibnu Hummam disebutkan bahwa, 

Abu Hanifah berkata : 

“wakaf dalam arti syara’ menurut Imam Abu Hanifah: Menahan benda atas 
milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam meminjam” 

 
Dalam kitab Jauharah al-Munirah juga disebutkan: 

                                                 
96Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hummam al-Hanafi. Fathul Qadir (Beirut: Darul 

Kutub) t.th., hal.37. 
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“Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah 
kecuali adanya keputusan hukum dari hakim”. 

 

 Sedangkan ulama Hanafiyyah mendefinisikan wakaf dengan: 

“Menahan suatu benda yang  menupakan milik pewakaf, kemudian 

menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan’’ 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab 

Hanafiyyah ketika seseorang mewakafkan suatu benda, maka ‘ain benda tersebut 

masih menjadi milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diwakafkan bahkan 

diperbolehkan menarik kembali atau menjualnya. karena wakaf menurut Abu 

Hanifah pelopor mazhab ini adalah akad tabarru’ yaitu transaksi dengan 

melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan 

yang dilepaskan hanyalah hasil atau manfaat dari benda yang diwakafkan .99 

Imam Abu Hanifah juga menyamakan antara wakaf dan pinjam 

meminjam, yang membedakan wakaf dan pinjam meminjam hanya pada 

bendanya saja yaitu jika wakaf bendanya ada pada wakif sedangkan pinjam 

meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam atau orang yang 

memanfaatkan atau diberi hak untuk mengambil manfaat pada benda yang 

dipinjamkan tersebut 

Namun Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni: 

a. Wakaf Masjid 

                                                                                                                                      
97Sebagaimana dikutip dalam Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Abbadi Hadady Yaman 

Al-Zubaidi, Jauharah al-munīrah, (Maktabah Syamilah). 
98Muhammad Amin Ibn Abidin,  Hasyiyah Radd Al-Mukhtar, (Beirut:Darul Fikr, 1992), 

Juz IV, hal. 337. 

 

                99Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, ( Jakarta : Ciputat Presss.2005), hal. 

76. 
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Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau 

seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status 

wakaf di dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk 

masjid, sedangkan masjid itu milik Allah maka secara otomatis kepemilikan 

harta wakaf itu berpindah menjadi milik Allah dan tanggalah kekuasaan 

wakif dalam kasus ini. 

b. Wakaf Yang Ditentukan Oleh Putusan Pengadilan 

Wakaf yang ditentukan putusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu 

sengketa tentang harta wakaf yang tidak dapat ditarik lagi oleh orang yang 

mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa 

harta itu menjadi harta wakaf. 

c. Wakaf Wasiat 

apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia 

meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Dalam 

contoh seperti ini kedudukan hartanya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih 

dari 1/3 harta sebagai harta wasiat.100 

Selain tiga hal yang tersebut pelepasan hanya pada manfaatnya saja bukan 

benda secara utuh.101 

Mengenai kebolehan perubahan harta benda wakaf (ibdal/istibdal) Imam 

Hanafi membolehkan dengan alasan untuk menghindari kemungkinan timbulnya 

kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu, serta untuk 

                                                 
100Ibnu Hummam al-Hanafi, Fathul Qadir, (Bairut: Darul Kutub), hal. 36. 

 
101

Sebagaimana dikutip dalam Muhammad bin Muhammad Alababrti, ‘ināyah syarh 

alhidāyah (Maktabah Syamilah). 
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mempertahankan tujuan hakiki disyari’atkannya wakaf, yaitu untuk kemaslahatan 

orang banyak dan berkesinambungan.102 

Menolak kerusakan atau kemudhoratan termasuk dalam konsep maslahah 

mursalah. Penerapan konsep maslahah mursalah dikalangan mazhab Hanafiyyah 

terlihat secara jelas dalam metode istihsan. Dalam istihsan indikasi-indikasi yang 

dijadikan pemalingan hukum tersebut pada umumnya adalah maslahah mursalah. 

103 

Menurut Ibn Abidin ulama mazhab Hanafiyyah mengklasifikasikan 

perubahan harta benda wakaf   dalam 3 kategori antara lain: 

  

“Ketahuilah  bahwa perubahan benda wakaf ada 3 cara, pertama wakif 

mensyaratkan perubahan wakaf untuk dirinya sendiri atau orang lain, maka 

hukumnya boleh menurut qoul shahih dan dikatakan juga kesepakatan ulama. 

Kedua wakif tidak mensyaratkan baik mensyaratkan tidak boleh melakukan tukar 

guling atau diam saja tetapi apabila benda wakaf tidak bermanfaat secara 

keseluruhan dengan tidak menghasilkan sesuatu maka boleh menurut asah jika 

dengan izin hakim dan ada maslahah. Ketiga wakif tidak mensyaratkan tetapi ada 

manfaat  dan gantinya lebih baik dari segi hasil dan manfaatnya maka tidak 

boleh melakukan istibdal menurut Ashah  mukhtar.’’ 

 

 

 

                                                 
102Sayyid Sabiq, fiqh Sunnah, juz III, hal. 382. 

 
103Dr. H. Zamakhsyari, Lc, MA, Teori-teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, 

(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hal 44-45 

 
104Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar, Vol 4 (Bairut: Dar al-

Fikr, 2000) hal. 384.  
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 Dari keterangan datas maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Apabila wakif mensyaratkan kepada dirinya sendiri atau pada orang lain 

untuk melakukan istibdal maka hukumnya boleh. Dan tidak bergantung pada 

apakah barang wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak. 

b. Apabila wakif tidak mensyaratkan kepada dirinya sendiri atau pada orang lain 

untuk melakukan istibdal, tetapi harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan 

lagi secara maksimal maka istibdal boleh dilakukan asal dengan izin hakim 

dan demi kemaslahatan. 

c. Apabila wakif tidak mensyaratkan untuk melakukan istibdal, disamping itu 

harta wakaf masih bisa dimanfaatkan secara global namun tidak maksimal. 

Sedangkan barang yang akan ditukar itu lebih baik dan lebih bermanfaat 

hasilnya. Maka istibdal  tidak boleh dilakukan. 

2.  Metode Istinbat Hukum  Mazhab Hanafiyyah 

Mengenai metodologi istinbat Imam Abu Hanifah dalam berijtihad tidak 

terlepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang saudagar dan 

lingkungan masyarakat yang melingkupinya. Dia hidup dalam masyarakat yang 

telah maju peradaban dan sosial budayanya yaitu di Kuffah yang terletak jauh di 

Madinah sebagai kota yang Banyak terdapat Hadis tempat di mana Rasulullah 

tinggal. Sedangkan di kuffah termasuk sangat kurang perbendaharaan hadisnya. 

Disamping itu Kuffah juga berada di tengah kebudayaan Persia, yang mana 

kondisi masyarakatnya sudah mencapai peradaban yang cukup tinggi. Di Kota 

itulah bertemu dan berkumpul antara filsafat Persia dan Yunani, juga merupakan 

pusat berkembangnya berbagai aliran politik dan ilmu kalam, serta ilmu fikih 
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seperti aliran Syi’ah, Khawarij, dan Mu’tazilah. Banyaknya aliran politik dan ilmu 

kalam yang saling bersaing menyebabkan banyak timbulnya pemalsuan hadis 

yang bermotifkan untuk kepentingan golongan atau politik mereka agar mendapat 

simpati dan dukungan. Karena kondisi yang demikian itu sangat mempengaruhi 

pola pikirnya, sehingga dia sangat berhati-hati dalam menerima hadits yang telah 

mencapai pada tingkatan masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan tidak 

diterima. 

Dengan begitu sempitnya wilayah penggunaan hadis oleh Imam Abu 

Hanifah, sebagai akibat ketatnya dalam menerima hadis karena pada saat itu di 

Kota Kuffah berkembang hadis-hadis palsu. Maka dia banyak memakai ra’yu dan 

rasionalisasi Nash. Dalam hal ini, dia banyak memakai Qiyas dan istihsan sebagai 

dasar ijtihadnya. Penggunaan rasio tersebut, disamping karena alasan di atas, juga 

karena dalam masyarakat Irak yang sangat dinamis dan heterogen banyak timbul 

peristiwa hukum yang baru yang tidak dapat ditemukan dalam Nash, sehingga 

memerlukan jawaban dengan menggunakan penalaran dan Nash sehingga dia 

banyak memakai dasar ra’yu (rasio) dalam ijtihadnya, bahkan dia lebih 

mendahulukan ra’yu dari pada hadis Ahad.105 

Istinbath hukum Abu Hanifah dalam masalah status kepemilikan dan 

perubahan harta benda wakaf  berdasarkan pada tiga hal, yaitu al-Qur’an, al-Hadis 

dan al-Ra’yu. 

Dalam beristinbath dengan al-Qur’an, beliau mendasarkan pada Surat al-

Maidah ayat 103: 

                                                 
105Munawar Cholil, Biografi Empat Serangkai, ( Bulan Bintang: 1996), hal. 75. 
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“Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun (aturan) menyangkut bahirah107, 

sai’bah108, wasilah109, dan ham110. Akan tetapi, orang-orang yang kafir membuat-

buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti.” 

 

Istinbat Abu Hanifah yang menggunakan al-hadits terkait dengan 

kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas: 

“Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan 

dari Allah” (HR. Dāruqutnī dari Ibnu Abbas). 

Abu Hanifah juga mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Abi Syaibah mengenai jual beli dengan sanadnya dari Syuraih, ia berkata:  

                                                 
106Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerin Agama 

Republik Indonesia, QS. Ali Imron/3:103. 

 
107Baḥirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu 

jantan. Lalu, unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak 

boleh diambil air susunya. 

 
108Sa’ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nazar. 

Misalnya, jika orang Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, dia biasa 

bernazar akan menjadikan untanya sa’ibah jika maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. 

 
109Menurut satu riwayat, waṣilah adalah domba betina yang terlahir kembar dampit. 

Domba waṣilah tidak boleh disembelih, sedangkan saudara kembarnya yang berkelamin jantan 

dipersembahkan pada berhala. 

 
110Ḥam adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-ganggu lagi karena telah dapat 

membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap baḥirah, sa’ibah, waṣilah, dan ḥam 

ini adalah kepercayaan Arab Jahiliah. 

 
111Hummam al-Hanafi, Fathul Qadir, hal.38. 
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"Telah datang Muhammad dengan menjual barang wakaf.  

Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Baihaqy. Walaupun hadis itu 

Mursal, tetapi ia menjadi hujjah menurut Ulama Hanafiyyah. Hadis itu berbunyi : 

“Nabi Muhammad pernah menjual tanah wakaf”112 

Kalau Nabi saw. saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita 

tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu menahan asal harta (‘ain benda yang 

diwakafkan), bukan hal yang disyariatkan.113 

Atas dasar ini lah Imam Hanafi menyimpulkan bahwa menjual benda yang 

telah diwakafkan itu hukumnya mubah. Walaupun demikian ulama lain tidak 

menjadikan hadis ini sebagai dasar hukum perwakafan.114 

Sedangkan istinbat Abu Hanifah dengan menggunakan al-Ra’yu yaitu 

dengan Istihsan sebagaimana perkataan As-Saiwasi dalam Fathul Qadir 

Perkataan mushonnif jika mensyaratkan tukar guling dengan tanah lain sebagai 

pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu Yusuf, Hilal dan Khassaf 

dan itu istihsan.  

                                                 
112Dr. Juhaya S. Praja, perwakafan di Indonesia (Yayasan Piara, Bandung, 1995), hal. 17. 

 
113Hammam al-Hanafi, Fathul Qadir, hal. 37. 

 
114Dr. Juhaya S. Praja, perwakafan di Indonesia (Yayasan Piara, Bandung, 1995), hal. 17. 

 
115Asy Syaiwasi, Syarh Fathul Qadir, vol 6 (Beirut: Dar Al- Fikr, t th), hal. 227. 
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Dan sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasannya beliau 

menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta 

wakaf dengan saibah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Abu Hanifah 

merupakan akad  jaiz artinya boleh menarik kembali dan dapat juga diartikan 

bahwa wakaf adalah tabarru’ ghair lazim (pemberian tidak mengikat) yaitu 

transaksi dengan melepaskan hak tapi bukan berarti melepaskan hak atas benda 

pokoknya. Melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang 

diwakafkan itu kecuali beberapa kondisi yang telah disebutkan diatas, dan Abu 

Hanifah juga menempatkan wakaf dalam konsep I’arah (akad pinjam meminjam) 

yang sewaktu-waktu bisa diminta kembali. Bahkan sewaktu-waktu akan batal 

ketika wakif meninggal yang selanjutnya di waris oleh ahli waris wakif. 

Dari penjelasan di atas dapat di ambil poin-poin sebagai berikut: 

a. Wakaf menurut Abu Hanifah dapat disamakan dengan pinjam meminjam 

yaitu melepaskan barang tanpa menghilangkan kepemilikan harta. 

b. Sifat wakaf menurut Abu Hanifah adalah jaiz (tidak lazim) sebagaimana 

pinjam-meminjam (ariyah). 

c. Pada dasarnya barang yang sudah diwakafkan kepemilikannya masih 

berada ditangan wakif  kecuali tiga jenis wakaf yaitu, wakaf masjid, wakaf 

yang disandarkan pada putusan pengadilan, dan wakaf wasiat yang mana 

pelepasannya secara utuh atau bukan menjadi hak wakif lagi. 

d. Boleh melakukan perubahan harta wakaf apabila wakif mensyaratkannya 

karena hal tersebut merupakan istihsan. Apabila wakif tidak mensyaratkan 
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perubahan tersebut maka hanya boleh dilakukan perubahan apabila harta 

tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara total dengan syarat harus ada izin 

dari hakim demi kemaslahatan. 

e. Metode istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah hanya 

menggunakan tiga lingkup metode ijtihad, yakni al-Qur’an, Hadits, dan 

pengembangan akal (al-ra’yu).  

B. Status Kepemilikan dan Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut 

Mazhab Syafi’iyyah 

1. Pendapat Mazhab Syafi’iyyah 

Ulama mazhab Syafi’iyyah salah satunya Imam Nawawi berpendapat 

bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk 

dirinya. Sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan 

dan mendekatkan diri kepada Allah.116 Dan menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan 

Syaikh Umairah wakaf yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan 

menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang 

tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.117 Sebagian ulama yang lain 

mendefinisikan wakaf sebagai berikut : 

                                                 
116Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf, Loc.Cit. 

 
117Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfat al-Muhtaj Syarah Minhaj, (Beirut: Dar al- Fikr, 

1412 H), hal. 235. 
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"Menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya beserta kekalnya harta wakaf, 

lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang dipebolehkan 

oleh agama ".118 

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syafi’iyah mensyaratkan 

bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan 

mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus 

jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari 

definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syafi’iyah sangat menekankan 

masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa 

eksistensi (‘ain) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga. 

Imam al-Syafi'I juga berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim 

(atau mulazamah). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan telah menjadi 

milik umum (atau milik Allah)  bukan lagi milik si wakif. Akibatnya benda yang 

telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang 

ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).119 Oleh karena itu, 

harta wakaf tidak boleh diubah baik dengan menjual atau menggantinya. Karena 

tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah swt.120 

Mengenai perubahan status kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf 

oleh pemberi wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath hukum berupa 

                                                 
118Muhammad Musthafa Tsalabi, al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf, (Mesir: Dar al-

Tha’if,t.t.) hal. 333. 

 
119Jaih Mubarok, op. cit., hal. 42. 

 
120Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Al-Bajuri ‘ala Ibnu Qasim al-Gazi (Semarang:tnp., t.t.), hal. 

42. 
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hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdhor dari Ibnu Aun dari 

Nafi' dari Ibnu Umar, hadis riwayat Muslim yaitu: 

“Telah mengkabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari 

Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar 

mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk 

meminta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya :’wahai  Rasulullah Saya 

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapat harta 

sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah 

menjawab: Apabila engkau suka, maka tahanlah asal bendanya dan 

şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian Umar melakukan 

menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya  tidak boleh dijual, dibeli, 

diwaris, atau dihibahkan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang 

fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah 

(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan 

tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan 

dari hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya dengan 

tidak berlebihan (dalam batas kewajaran).  

Hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu 

Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar dinyatakan shahih, demikian tercantum dalam 

kitab  Fi Takhrj al-Hadits  karya Muhammad Nasirud-Din al-Albani.122 

Hadis ini merupakan satu-satunya dalil yang secara khusus membicarakan 

tentang wakaf sedangkan dalil-dalil yang lain hanya berbentuk umum, yang mana 

                                                 
121Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz IV (beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiah) hal. 54. Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al- Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 

Shohih Muslim, Juz 3 (Mesir: Tijariah Qubra), tth, hal. 83-84. 
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dalam hadis ini mencakup berberapa unsur yang ditetapkan oleh para ulama 

sebagai rukun-rukun wakaf, yakni adanya pihak yang berwakaf, adanya benda 

wakaf, adanya pihak penerima wakaf, dan bentuk perbuatan wakaf yakni 

penahanan asal harta dan penyerahan manfaatnya untuk tujuan wakaf. 

2. Metode Istinbat Hukum  Mazhab Syafi’iyyah 

Istinbath hukum Mazhab Syafi’iyyah mengenai perubahan harta benda 

wakaf berdasarkan hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor 

dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar yaitu: 

 “Telah mengkabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari 

Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar 

mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk 

meminta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya :’wahai  Rasulullah Saya 

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapat harta 

sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah 

menjawab: Apabila engkau suka, maka tahanlah asal bendanya dan 

şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian Umar melakukan 

menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya  tidak boleh dijual, dibeli, 

diwaris, atau dihibahkan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang 

fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah 

(sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan 

tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan 

                                                 
123Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz IV (beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiah) hal. 54. Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al- Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 

Shohih Muslim, Juz 3 (Mesir: Tijariah Qubra), tth, hal. 83-84. 
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dari hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya dengan 

tidak berlebihan (dalam batas kewajaran).  

Dari hadits di atas Nabi memerintahkan Umar untuk menahan asal benda 

tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan Nabi 

tersebut terdapat dua prinsif yang membingkai tasyri’ wakaf yakni , prinsif 

keabadian (ta’bidu ashli), dan prinsif kemanfatan (tasbilul manfaah). 

Berdasarkan hadits tersebut Imam Syafi’i melarang adanya perubahan 

terhadap harta benda wakaf. Indikasi larangan tersebut didasarkan pada 

pernyataan la yuba’u ashluhu  wa la yutba’u wa la yurasu wa la  yuhabu (tidak 

boleh dijual, dibeli, diwariskan, dan di hibahkan). 

Imam al Syafi’i mempertegas pendapat tersebut dalam pernyataan berikut 

ini: 

“Imam al Syafi’i berkata: orang yang mempunyai pernyataan ini menyangka 

bahwasanya ketika seorang laki-laki menyedekahkan sesuatu untuk masjid maka 

hal itu diperbolehkan dan laki-laki tersebut tidak boleh menarik kembali sesuatu 

yang disedekahkan tadi untuk menjadi miliknya, benda tersebut berubah 

menjadi sedekah wakaf bagi siapapun yang shalat di masjid. Karena harta yang 

telah diwakafkan berpindah kepemilikan menjadi milik Allah.” 

Jadi, menurut Imam Syafi’i benda yang sudah diwakafkan tidak boleh 

dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari 

yang telah ditentukan saat ikrar wakaf. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan 

dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas benda wakaf. 

Karena  benda yang sudah diwakafkan status kepemilikannya sudah berpindah 

                                                 
124Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Op.Cit., Hal.62 
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menjadi milik Allah swt. yang mana pemanfaatannya diberikan kepada seluruh 

umat Islam. 

Mengenai perubahan harta benda wakaf, para ulama Syafi’iyah dikenal 

lebih hati-hati jika dibanding ulama’ mazhab lain. Sehingga terkesan seolah-olah 

mereka mutlak melarang Istibdal dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir 

bahwa hal tersebut dapat berakibat penyalahgunan harta wakaf. Harta wakaf 

tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis. Namun dengan sangat 

hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf 

yang bergerak yaitu hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma 

yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan  menimpa masjid sampai 

hancur, dimana semua barang tersebut dimanfaatkan sampai hilang sama sekali. 

Dan perbedan pendapat yang terjadi di antara Ulama Syafi’iyah pun hanya 

berkisar pada hal itu.125 

Imam Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam 

kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, 

seperti wakaf untuk keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam 

alasan untuk itu.126 Imam Syairazi berpendapat “jika seseorang mewakafkan 

mesjid yang menjadi rusak seiring berjalannya waktu, sehingga tidak bisa 

digunakan untuk salat, maka mesjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik 

asalnya. Juga tidak boleh diperjual belikan. Karena ia telah menjadi milik Allah. 

Sebab dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa 

dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut 

                                                 
125Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: IIMaN,2004), hal. 372. 

 
126Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf...., hal. 375 
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tetap memiliki unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf sehingga tidak 

boleh dijual. Sebagian ulama Syafi’iyyah berpendapat, meskipun harta benda 

wakaf tersebut angsur-angsur punah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali 

dengan menghancurkanya karena wakaf dapat dimanfaatkan selama ada meskipun 

berangsur-angsur lenyap sekaligus menandai keterputusan  amal jariah wakaf itu 

sendiri. Imam Syarbini dan jumhur Ulama Syafi’iyah berpendapat “jika barang 

wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara membakar atau yang sejenisnya, 

maka boleh pemanfaatannya dengan cara tersebut. 

Selanjutnya pembahasan hadits Rasulullah saw. di atas tentang Umar bin 

al Khathab yang tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskan benda 

wakafnya dan tindakan Umar tersebut tidak dilarang oleh Nabi saw. sehingga 

dapat ditetapkan sebagai sunnah taqririyah. Jadi hadits taqririyah dapat menjadi 

petunjuk bahwa hukum menahan asal harta dengan tidak menjual, menghibahkan, 

atau mewariskan adalah mubah, bukan haram ataupun makruh. Sesuatu perbuatan 

yang dibiarkan oleh Nabi saw. pada saat Nabi masih hidup, tidak dilarang dan 

tidak pula diperintahkannya agar dilaksanakan, maka hukumnya adalah mubah. 

Apabila dilihat dari pemahaman nash secara tekstual, dalam hadis Ibnu 

Umar terdapat kalimat Rasulullah saw. Yang menyatakan “in syi'ta, habasta 

ahslahu wa tashadaqta biha”. Ungkapan tersebut memberikan petunjuk bahwa 

wakaf bukanlah sesuatu yang wajib tetapi berdasarkan kerelaan, dan tidak ada 

satu pun nash yang secara tegas menunjukan adanya larangan merubah 

peruntukan harta benda wakaf. Ibadah wakaf memfokuskan pada dapat atau 

tidaknya harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, Berbeda dengan 
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ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta lainnya. Ketika dihadapkan dengan 

harta wakaf yang berkurang manfaatnya, atau rusak sehingga tidak dapat 

memenuhi fungsinya secara optimal sebagaimana yang dimaksud wakif, maka 

harus dicari jalan keluar supaya tercapai tujuan wakaf. Untuk itu seharusnya tidak 

ada larangan untuk merubah peruntukan harta benda wakaf. Pendapat Imam al 

Syafi’i yang melarang perubahan peruntukan harta benda wakaf apabila 

diterapkan secara maksimal maka akan sangat bisa menjaga keutuhan harta benda 

wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Akan tetapi jika harta wakaf tersebut sudah 

tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal akibat perubahan situasi atau kondisi 

perkembangan masyarakat atau memang terjadi kerusakan pada harta benda 

wakaf tersebut dengan seiring bejalannya waktu, maka pelarangan perubahan 

harta benda wakaf dapat mengakibatkan penyia-nyiaan dan tujuan dari pada 

wakaf sudah tidak dapat terpenuhi lagi, dalam hal ini pendapat Imam al Syafi’i 

yang melarang perubahan peruntukan harta benda wakaf tidak bisa diaplikasikan.  

 

 

C. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafiyyah Dan 

Syafi’iyyah Mengenai Status Kepemilikan Dan Perubahan Harta Benda 

Wakaf 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam 

dalam mazhab Hanafiyyah status kepemilikan harta benda wakaf masih berada 

ditangan wakif sehingga boleh dilakukan perubahan atas harta wakaf tersebut 

dengan syarat wakif mensyaratkan kebolehannya, dalam hal ini mereka 

menganggap hal tersebut sebagai istihsan. 
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Istihsan sendiri menjadi salah satu metode istinbat yang dipakai dalam 

mazhab Hanafiyyah, kebolehan perubahan harta benda wakaf berdasarkan 

pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam istihsan adalah 

maslahah mursalah dan atas pertimbangan darurat. Artinya bahwa sebenarnya 

Mazhab Hanafiyyah masih berpedoman bahwa pada dasarnya wakaf tidak boleh 

diganti atau diperjual belikan. Boleh dilakukan kalau dalam kondisi darurat, 

ketika tidak dalam kondisi darurat maka perubahan terhadap harta benda wakaf 

tidak diperbolehkan kecuali wakif mensyaratkannya sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Pertimbangan Madzhab Hanafiyyah tentang kebolehan perubahan harta 

benda wakaf didasarkan bahwa tujuan dari adanya wakaf untuk mendapatkan 

kemanfaatan dari harta yang diwakafkan dan bukan dari benda wakafnya. Maka 

ketika harta wakaf sudah tidak dapat digunakan karena suatu hal maka akan 

menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri. Tindakan yang semacam ini sama 

halnya memunculkan kemadharatan dan mubadzirnya suatu harta atau benda 

yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Selain itu pendapat mazhab Hanafiyyah 

tentang kebolehan perubahan terhadap harta benda wakaf bila kita tarik 

relevansinya dengan era kontemporer maka akan sangat cocok sekali. Hal ini bisa 

kita gambarkan bagaimana seandainya harta wakaf yang kemudian sudah tidak 

bisa digunakan karena berbagai alasan termasuk bencana atau yang lainnya 

kemudian tidak bisa dipergunakan lagi sehingga hanya dibiarkan saja, sedangkan 

di satu sisi harta benda wakaf seperti tanah yang semakin mahal dan terbatas. 
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Maka itu akan mubazir dan mensia-siakan harta wakaf dan justru akan 

menimbulkan madharat pada masyarakat.  

Sedangkan dalam mazhab Syafi’iyyah status kepemilikan harta benda wakaf 

tidak lagi berada pada wakif namun berpindah menjadi milik Allah swt. yang 

mana pemanfaatannya diberikan kepada seluruh umat Islam. sehingga mengenai 

perubahan terhadap harta wakaf tidak diperbolehkan. Namun jika ketidakbolehan 

terhadap perubahan harta benda wakaf diterapkan secara maksimal maka akan 

sangat bisa menjaga keutuhan harta wakaf tersebut. Manfaat lainnya demi 

kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan 

secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Dan bisa terhindar dari gugat 

menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf 

meninggal dunia. 

Oleh karena itu, pendapat Imam al Syafi’i tidak serta merta ditinggalkan 

begitu saja, adakalanya dalam kondisi tertentu pendapat tersebut harus diterapkan, 

namun dalam kondisi yang lain bisa saja ditinggalkan. Karena perubahan hukum 

sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi. Hal ini sejalan dengan 

kaidah fiqih yang menyatakan: 

“Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu.” 

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama 

bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap makna penahanan asal harta 

                                                 
127Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ‘Ilam al Muwaqqiin an Rabb al ‘Alamin, (Beirut-Libanon: Dar 

al Jalil), t. th., hlm. 3. 
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wakaf bahwa golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian menahan asal 

harta itu adalah bahwa status kepemilikan benda wakaf tetap berada pada si wakif 

tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah 

manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya 

bukan bendanya. Namun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa penahanan asal 

harta berarti pengekalan bendanya. Oleh sebab itu, status pemilikan terhadap 

benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan, tidak boleh 

dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, 

menghibahkan ataupun mewariskannya. Dengan demikian, baik benda maupun 

manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf. 

Bidang fiqih merupakan bagian yang paling banyak menimbulkan 

perbedaan pendapat. Karena masing-masing mazhab memiliki dalil-dalil 

argumentasi sendiri atas pendapatnya. Maka sikap yang paling baik kepada semua 

pendapat adalah toleransi kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih 

dahulu mengkaji pendapat yang ada. 

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan pendapat tentang status 

kepemilikan dan perubahan harta benda wakaf dan Faktor Perbedaan Pendapat: 

 

PERBEDAAN PERSAMAAN 

NO Materi Hanafiyyah Syafi’iyyah  Kedua 

mazhab 
1 Akad wakaf Akad gayr lazim Akad lazim 
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(tidak 

menyebabkan 

berpindahnya 

kepemilikan 

benda wakaf atas 

wakif) 

 

(benda yang 

diwakafkan bukan 

lagi milik wakif) 

sama-sama 

menggunak

an Hadits 

sebagai 

dalil 

 Kedua 

mazhab 

sama-sama 

melarang 

istibdal 

2 Dalil yang 

digunakan 

 Q.S Al Maidah 

ayat 103 

 Hadis yang 

diriwayatkkan 

oleh Dar al-

Quthni dari 

Ibnu Abbas: 

“Tidak ada 

penahanan harta 

(habasa) dalam 

hal-hal yang 

sudah 

ada ketentuan 

Mazhab 

Syafi’iyyah 

Hadis riwayat 

muslim dari 

Yahya bin Yahya 

at-Tamimiy dari 

Sulaim Ahdhor 

dari Ibnu Aun 

dari Nafi' dari 

Ibnu Umar: 



82 

 

 

 

dari Allah 

 Al-ra’yu 

(Istihsan) 

menyamakan 

wakaf dengan 

pinjam 

meminjam dan 

menyamakan 

wakaf dengan 

saibah.  
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“Telah 

mengkabarkan 

kepada kami dari 

Yahya bin Yahya 

at-Tamimiy dari 

Sulaim Ahdlor 

dari Ibnu Aun 

dari Nafi’ dari 

Ibnu Umar, ia 

berkata: “Umar 

mendapat 

sebidang tanah di 

Khaibar 

kemudian ia 

menghadap Nabi 

saw., untuk 

meminta petunjuk 

tentang 

pengelolaannya, 

katanya :’wahai  

Rasulullah Saya 

memperoleh 

sebidang tanah di 

Khaibar, belum 

pernah saya 

mendapat harta 

sebaik itu, maka 

apakah yang 

engkau 

perintahkan 

kepadaku? 

Rasulullah 

menjawab: 

Apabila engkau 

suka, maka 

tahanlah asal 

bendanya dan 

şadaqahkanlah 
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hasilnya 

(manfaatnya)”. 

Kemudian Umar 

melakukan 

menyedekahkan 

hasil tanah itu 

dengan syarat 

tanahnya  tidak 

boleh dijual, 

dibeli, diwaris, 

atau dihibahkan. 

Umar 

menyalurkan 

hasil tanah itu 

bagi orang-orang 

fakir, kaum 

kerabat, budak 

belian, orang-

orang yang 

berjuang di jalan 

Allah (sabilillah), 

orang-orang yang 

kehabisan bekal 

di perjalanan 

(ibnu sabil) dan 

tamu. Dan tidak 

berdosa bagi 

orang yang 

mengurusi harta 

wakaf tersebut 

makan dari 

hasilnya dengan 

cara yang baik 

dan boleh 

memberi makan 

temannya dengan 

tidak berlebihan 

(dalam batas 

kewajaran). 
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3 Istinbat hukum Mazhab 

Hanafiyyah 

menggunakan 

dalil Al-Qur’an, 

hadis, dan 

istihsan sebagai 

sumber hukum. 

Mazhab 

Syafi’iyyah 

menggunakan 

dalil hadis sebagai 

sumber hukum. 
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